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: a' bahwa dalam rangka menunjang kelancaran penyelenggaraan pcnrerintalian.

Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan secara berdaya guna dan
berhasil gurra' maka dipandang perlu membentuk organisasi dan 'fata Keria
Kantor Kelurahan.

b' batrwa Pembentukan susunan organisasi dan Tata Keda Kantor Kelurahan
yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor g4 l'ahun 2000
tentang Pedoman organisasi Perangkat Daerah, tidak sesuai lagi c1e*ga'
keadaan dan perkembangan penataan perangkat Daerah.

c' bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf'a c1a.
huruf b tersebut diatas, maka dipanclang perlu membentuk peratura' f)arriair
tentang susunan organisasi dan T'ata Kerja Kantor Kelurahan Kabupirrcrr
Buol.

l. undang - Undang RI Nomor 2g Tahun 1999 tentang penverenggara;rir

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisrne (

Lembaran Negara RI Tahun r999 Nomor 75, Tambahan l,crrrbaran Ncrir;u
RI Nomor 3851);

2. undang - undang RI Nomor' 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas
undang-Undang Nomor g rahun 1947 tentang pokok - pokok Kepegawaian
(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembai.;rn Nc,-:arir

RI Nomor3890);

3. Undang - Undang RI Nomor 5r rahun lggg tentang pembenruk.n

Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulaua,
(Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor lTg,Tambahan l-embaran Neuar:a

RI Nomor 3900 );



Undang - Undang RI Nornor l0 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturalt

Perundang - undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nornor 5-1.

Tambahan Lembaran Negara Rl Nontor a389);

Undang - Undang RI Nomor i2 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah

(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lenrbarart Ncgala

RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - tindang Notttor

8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti t-lndang

Undarrg Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Urrdang - Orrtlartg Notttttl'

32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah meniadi Undang -- Undang.

(Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan L,embaran Negara

RI Nomor 4548);

Undang - Undang RI Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuetngair

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI

Tatrun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nonror 4438):

Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedornatt Organisiti;i

Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nonro. l'1. Iattttrllt;tri

Lembaran Negara Rl Nornor 4262\:

Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 -l'ahun 2001 tclltang !\'ervcttitttg

Pengangkatan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil ( l,etttbaran Ncgara

RI Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan l,embaran Negara RI Nontor 4263'l

Peraturan Pemerintah RI Nonror 58 Tahun 2005 tentang Pcttgelolaart

Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahu 2005 Nomor 140. 'l'anthahart

Lembaran Negara Rl Nomor 4578):

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAT]RAH KAI}UPATT]N I}I.JOI-,

dan

I}IJPA'TI BU()I,

MEMIJTUSKAN:
: PERATURAN DAEITAI{ KAI}TJPATEN TtU()I, I'Ii,N'I'iT\'{,

PEMBENTUKAN SUSUNAN OR(;ANISASI DAN '[A1 i\ [iI',!T'i t'

KANTOIT KELUITAHAN KAIiTJPA'I'I'N I}I.JOL

4.

5.

6.

7.

8.

9.

{

Menetapkan

tlAll l
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

l. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buol'
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2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur petll'clettg.gata

Pemerintahan Daerah.

3. Kepala Daerah adalah Bupati Buol.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lcmhaga

Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.

5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Otononl olch

Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas Otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prirrsip

Negara Kesatuan Republik lndonesia sebagairnana dimaksud dalam LJndang-tJndang l)asai

Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Bupati dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah.

7. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupatcn di bawah

Kecamatan.

8. Lurah adalah Kepala Kelurahan.

9. Kewenangan adalah hak dan kewaiiban untuk rncngambil kebijaksanaan {alanr rariitka

penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Kedudukan
Pasal 2 )

(l). Kelurahan adalah Wilayah kerla Lurah Sebagai Perangkat Daerah dalam wilayah Kcclrrraral.

(2). Kelurahan dipimpin oleh Seorang Lurah yang berada dibawah clan bertanggung .jar.r,ah kcpirtirr

Kepala Daerah melalui Camat.

Tugas
Pasal 3

Lurah mempunyai tugas membantu Camat dalam rncnyclcnggarakan Pemerirrtahan Kccarrratan.

Fungsi
Itasal'l

Dalam melaksanakan tugas sobagairnana dinraksud pada pasal J Pcraturan [)acrah ini. [.rrllii
mempunyai fungsi :

" a. Pelaksanaal Pelimpahan scbagian kcwenangan pcnrcrintah dari Bupati.

, n Pelayanan penyelenggaraan l)cmcrintah Kelurahan.

Kewcnangan

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada pasal 4 Peraturan Dircrah ini, i,r-rrah

mempunyai kewenangan sebagai berikut :
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a
I

a. Melakukan koordinasi terhadap .jalannya Pemerintahan Kelurahan. pelaksarraan dan

. pembin^r' kemasyarakatan.

' b. Melakukan tugas dibidang Pembangunan dan Pembinaan Kemasyarakatan yang rnenjadi

tanggung jawabnya.

c. Melakukan usaha dalam rangka peningkatan partisipasi dan swadaya gorong royor'rg

masyarakat.

d. Melakukan usaha dalam rangka Pembinaan Kelentraman dan ketertiban.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

(l). Susunan Organisasi Kelurahan terdiri dari :

a. Lurah

b. SekretarisKelurahan

c. Seksi Pemerintahan

d. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

e. Seksi Pembangunan

f. Seksi Kesej ahteraan Masyarakal

(2). Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga terampil, dalam icniang.iabararr

fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya Lurah, para Kepala Seksi dan Ketompok Jabatan fiungsiorral \^,irijb

menerapkan prinsip koordinasi. integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-nriis;nr

maupun antar Safuan Organisasi Kelurahan sesuai tugas pokok masing-masing.

Pasal 8

Lurah wajib mengawasi bawahannya masing-masing, dan apabila terjadi penyirnpang,an ag.rr

mengambil langkah - langkah yang diperlukan sesuai deng,an Peraturan Perundang - undangarr

yang berlaku.

BAB V
ESELONISASI

Pasal 9

Eselonisasi Jabatan Struktural Kclurahan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-unrlnttgan iattu

berlaku.



BAB VI

PEMBIAYAAN
Pasal l0

Untuk menunjang pelaksanaan tugas penyelenggaraan pemerintahan' pembangunan drln

pembinaan kemasyarakatan di Kelurahan, Pemerintah Daerah mengalokasikan daua nlelalur

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap Tahun Anggaran'

Penjabaran tugas Pokok

Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN LAIN.LAIN

Pasal ll
dan fungsi Organisasi Kelurahan akan diatur lebih ianjut dengan

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal l2

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, maka Peraluran Daerah Nomor 3[l Iahun 2(l{)l

tentang Pembentukan Susunan organisasi dan Tata Keria Kantor Kelural.ran yaug acla s':bciLiii;

ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku'

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan'

Agar setiap orang mengetahuinva, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan

penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Buol'

Disahkan di Buol
pada tanggal 14 Mei 2007

H. A. KARI N,fn,.rn c;r; I

Diundangkan
pada tanggal

PIt. SEKRET DAERAH KABUPATEN BUOL

P. LASMAN

LEMBARAN DAERATI KABUPATEN BUOI-

TAHUN 2OO7 NOMOR 06

di Buol
14 Mei 2007t

BUPATI BUOL



l'liNJEl.'\Sr\N
ATAS

PERATTIRAN DAERAH KABTJPATEN BUOL

NOMOT{ 07 't'AHUN 2007

't'ttN't'ANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORG,.\NISASI DAN TATA KEIIJT\
KANTOR KELTJRAHAN KABT]PATEN BUOL

UMUM

Dalam rangka mengefektifkan penyelenggaraan Otonomi Daerah yang luas.

nyata dan bertanggung jawab sesuai Undang - lJndang RI Nomor 32 l-ahLrn 200-l

tentang Pemerintahatt Daerah dan Peratul'an Penrerilrtah RI Nonror 8 l'alrLrlr 200-l

tentang Pedoman organisasi perangkat Daerah, perlu adanya waclah

Penyelenggaraan Kewenangan dalam rangka Peningkatan pelayanan clibiclarrg

Penyelenggaraan Penrerintahan, penrbangurran dan pembinaarr Kenrasl,arakatari

di Kabupaten Buol.

Oleh karena itu. Pentbentukan Susunan Organisasi dan I'ata Ker.ja Karrtrri.

Kelurahan Kabupaten Buol yang dibentuk berdasarkan Peraturan peqreriritah I(l
Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Orgarrisasi Perangkat l)aera6. ticlal<

sesuai lagi dengan keadaan dan perkernbangarr Penataan Perangkat Dacr.aS sesuai

ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, nraka perlu nrenera;lkan pr.irrsrp ellsrerr

dan efektif serta sesuai kebutuhan dan kcrnanrpuan Keuangarr Daer.ah clalarl
penataan Perangkat Daerah Kabupaten Buol.

PASAL DEMI PASAL

Pasal I . CukrrpJclas

Pasal 2: CukupJelas

Pasal 3 : Cukupjelas

Pasal 4 : CukupJelas

Pasal 5 : CukupJelas

Pasal 6 '. Cukup Jelas

Pasal 7 '. Cukup .lelas

Pasal 8 : CukupJelas

Pasal 9 : CukupJelas

Pasal l0 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

il.



LAMPIRAN

SEKSI

Pli,lIrRtNTAHAf.l

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BUOL
NOMOR 07 TAHUN 2OO7

STRUKTUR ORGANISASI
KELURAHAN

SEKSI
K ETF i'JTR.i fJ/r i'.1 DA N

KETTFiTiSAi.;

SEKSI

PEI/BANGUNAN

SEKSI
KESEJAHTSRA,',i']

MAS./ARA.K I'.I

LURAH

SEKRETARIS LURAH
KELOMPOK JABATAN

FUNGSIONAL
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